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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perencanaan
Suatu kegiatan selalu diawali dengan perencanaan karena perencanaan merupakan sebuah konsep yang dibuat untuk menggerakkan suatu kegiatan yang akan dilakukan, sehingga proses tersebut dapat berjalan dengan teratur dan terarah.

Pengertian perencanaan menurut G.R.Terry dalam buku Malayu S.P. Hasibuan, perencanaan adalah : 

“Memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan”. ( Hasibuan, 1996:94).

Asas-Asas Perencanaan :
1. Pinciple of contribution to objektive : setiap perencanaan dan segala perubahannya harus ditujukan kepada pencapaian tujuan.

2. Principle of efficency of planning : suatu perencanaan efisien, jika perencanaan itu dalam pelaksanaannya dapat mencapai tujuan dengan biaya uang sekecil-kecilnya.
3. Principle of primacy of planning (asas pengutamaan perencanaan): perencanaan adalah keperluan utama para pemimpin dan fungsi-fungsi lainnya (organizing, staffing, directing, dan controlling.

4. Principle of pervasiveness of planning (asas pemerataan perencanaan) : asas pemerataan perencanaan memegang peranan penting, mengingat pemimpin pada timgkat banyak mengerjakn perencanaan dan bertanggungjawab atas berhasilnya rencana itu.

5. Principle of planning premise (asas patokan perencanaan) : patokan-patokan perencanaan sangat berguna bagi ramalan, sebab premis-premis perencanaan dapat menunjukan kejadian-kejadian yang akan datang.
6. Principle of policy frame work (asas kebijaksanaan pola kerja)  : kebijaksanaan ini mewujudkan pola kerja, prosedur-prosedur kerja, dan program-program kerja tersusun.

7. Principle of timing (asas waktu) : adalah perencanaan waktu yang relatif  singkat dan tepat.
8. Principle of planning communication (asas tata hubungan perencanaan) : perencanaan dapat disusun dan dikoordinasikan dengan baik, jika setiap orang bertanggung jawab terhaap pekerjaannya dan memperoleh penjelasan yang memadai mengenai bidang yang akan dilaksanakannya.
9. Principle of alternative (asas alternatif) : alternatif ada pada serangkaian kerja dan perencanaan meliputi pemilihan rangkaian alternatif dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga tercapai tujuan yang sah.

10. Principle of limiting factor (asa pembatasan faktor) : dalam pemilihan alternatif-alternatif, pertama-tama harus ditujukan pada faktor-faktor yang strategis dan dapat membantu pemecahan masalah. Asas alternatif dan pembatasan faktor merupakan syarat mutlak dalam penetapan keputusan 
11. The commitment principle (asas keterikatan) : perencanaan harus memperhitungkan jangka waktu keterikatan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan.
12. The principle of flexybility (asas fleksibilitas) : perencanaan yang efektif memerlukan fleksibilitas, tetapi tidak berarti mengubah tujuan.
j. The principle of navigation cahnge (asas ketetapan arah) : perencanaan yang efektif memerlukan pengamatan yang terus menerus  terhadap kejadian-kejadian yang timbul dalam pelaksanaannya untuk mempertahankan tujuan.
k. Principle of strategic planning(asas perencanaan strategis) : dalam kondisi tertentu manajer harus memilih tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan rencana agar tujuan tercapai dengan efektif. 

Ketentuan :
1. Perencanaan merupakan fungsi utama manajer, pelaksanaan pekerjaan tergantung pada baik buruknya suatu rencana. 
2. Perencanaan harus diarahkan pada tercapainya tujuan. Jika tujuan tidak tercapai mungkin disebabkan oleh kurang baiknya rencana. 

3. Perencanaan harus didasarkan atas kenyataan-kenyataan obyektif  dan rasional untuk mewujudkan adanya kerjasama yang efektif.

4. Perencanaan harus mengandung atau dapat diproyeksikan kejadian-kejadian pada masa yang akan datang.

5. Perencanaan harus memikirkan matang-matang tentang anggaran, kebijaksanaan, program, prosedur, metode dan standaruntukmencapai tujuan yang telah ditetapkan.
6. Perencanaan harus memberikan dasar kerja dan latar belakang bagi fungsi-fungsi manajemen lainnya.
Maksud Perencanaan (purpose of planning) :
1. Perencanaan adalah salah satu fungsi manajer yang meliputi seleksi atas alternatif-alternatif tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-prosedur dan program-program.
2. Perencanaan pada asasnya adalah memilih dan persoalan perencanaan timbul, jika suatu alternatif cara bertindak diketemukan.
3. perencanaan sebagian besar merupakan usaha membuat hal-hal terjadi sebagimana yang dikehendaki.
4. perencanaan adalah suatu proses pemikiran, penentuan tindakan-tindakan secara sadar berdasarkan keputusan-keputusan menyangkut tujuan, fakta dan ramalan.
5. perencanaan adalah usaha menghindari kekosongan tugas, tumpang tindih dan meningkatkan efektifitas potensi yang dimiliki.  

Tujuan prencanaan (Objektive of planning) :
1. Untuk menentukan tujuan, kebijakan, prosedur, dan program.

2. Untuk menjadikan tindakan ekonomis. Karena semua potensi yang dimiliki terarah dengan baik kepada tujuan.
3. Suatu usaha untuk memperkecil resiko yang dihadapi pada masa yng akan datang.
4. Perencanaan menyebabkan kegiatan-kegiatan dilakukan secara teratur dan bertujuan.

5. Untuk emberikan gambaran yang jelas dan lengkap tentang seluruh pekerjaan.

6. Membantu penggunaan suatu alat pengukuran hasil kerja 

7. Menjadi suatu landasan untuk pengendalian.
8. Merupakan usaha untuk menghindari mismanajemen dalam penempatan karyawan.
9. Perencanaan membantu peningkatan daya guna dan hasil guna organisasi
Ada 6 hal pokok yang harus diperhatikan dalam perencanaan :
1. What (apa) : tindakan apa yang harus dikerjakan.
2. Why (mengapa) : mengapa tindakan tersebut dikerjakan.

3. where (dimana) : dimana tindakan tersebut akan dikerjakan.

4. When (kapan) : kapan tindakan tersebut dikerjakan 

5. How (bagaimana) : bagaimana tindakan tersebut dikerjakan.

Tahap-tahap perencanaan yaitu :
1. Merumuskan dahulu masalah yang akan direncanakan sejelas-jelasnya.
2. Perencanaan harus didasarkan pada informasi, data, atau fakta.

3. Menetapkan beberapa alternatif.

4. Putuskanlah suatu keputusan yang menjadi rencana.
Jangka waktu perencanaan yaitu :

1. Rencana Jangka Pendek (Short Term Planning) : waktunya antara 1-2 tahun

2. Rencana Jangka Penengah (Middle Term Planning) : waktunya antara 2-5 tahun.
3. Perencanaan Jangka Panjang (Long Term Planning) : waktunya lebih dari 5 tahun.
Selaku badan yang merencanakan segala hal di daerah, memang sudah menjadi tugas dan kewajiban BAPPEDA khususnya Sub Bidang Pemerintahan. Maka perencanaan kebijakan dalam peningkatan pelayanan publik perlu dilakukan sebagai kepedulian akan masyarakat. Baik tidaknya pelayanan publik adalah sebagai tolak ukur berhasil atau tidaknya Pemerintahan. 
2.2 Kebijakan
Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan serta tindakan-tindakan tertentu yang mengandung persepsi dan tekanan Khusus yang diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Perumusan kebijakan tidak lepas dari penilaian keterkaitan antara visi, misi, dan isu-isu strategis yang telah ditentukan. Adapun penjabaran dari kebijakan adalah program-program yang secara menyeluruh akan dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan. 

Menurut Harold D Lasswell dan Abraham Kaplan mendefinisikan kebijakan dalam bukunya .Irfan Islamy  yang berjudul Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara  bahwa : Kebijakan adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah (Islamy, 1994:17). Selain itu juga Carl J. Friedrick mendefinisikan: 

“Kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu” (Islamy,  1994:17).
Pengertian berikutnya oleh James E. Anderson bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tindakan tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu (Islamy, 1994:17)
Dan yang terakhir Amara Raksasataya mengemukakan kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan (Islamy, 1994:17). Oleh karena itu kebijakan memuat tiga elemen yaitu :
1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.
2. Taktik dan Strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik dan strategi.

Implikasi kebijakan :
1. Kebijakan dalam bentuk awalnya berupa penetapan  tindakan-tindakan pemerintah.
2. Kebijakan tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuknya yang nyata.

3. Kebijakan baik untuk melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.

4. Kebijakan itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.
Pembuatan kebijakan banyak dilakukan berbagai macam organisai. Pembuatan kebijakan adalah merupakan salah satu fungsi utama administrator atau manager organisasi, termasuk manager organisasi publik.

Proses pembuatan keputusan bukanlah pekerjaan yang mudah dan sederhana. Hal ini telah mengundang banyak para ahli untuk memikirkan cara atau teknik pembuatan kebijakan yang baik. Berikut ini akan dijelaskan secara singkat tentang beberapa macam pandangan mengenai pembuatan keputusan dan perumusan kebijakan.  

Pada umumnya obyek kebijakan adalah tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah                                                                                                                       
Beberapa faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah sebagai berikut:
1. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar : seringkali administrator harus membuat keputusan karena adanya tekanan-tekanan dari luar. Walaupun ada pendekatan pembuatan keputusan dengan nama “rational comprehensve” yang berarti administrator sebagai pembuat keputusan harus mempertimbangkan alternatif-alternatif yang akan dipilih berdasarkan penilaian “rasional’ semata tetapi proses dan prosedur pembuatan keputusan itu tidak dapat dipisahkan dari dunia nyata. Sehingga adanya tekanan-tekanan dari luar itu ikut berpengaruh terhadap proses pembuatan keputusannya.
2. Adanya pengaruh kebiasaan lama (konservatisme) : Kebiasaan lama organisasi (sunk cost) seperti kebiasaan investasi modal, sumber-sumber dan waktu sekali dipergunakan untuk membiayai program-program tertentu, cenderung akan selalu diikuti kebiasaan itu oleh para administrator kendatipun misalnya keputusan-keputusan yang berkenaan dengan itu telah dikritik sebagai salah dan perlu diubah. Kebiasaan lama itu itu akan terus diikuti lebih-lebih kalau suatu kebijakan yang telah ada dipandang memuaskan.
Kebiasaan lama tersebut seringkali diearisi oleh para administrator yang baru dan mereka sering segan secara terang-terangan mengkritik atau menyalahkan kebiasaan-kebiasaan lama yang telah berlaku atau yang dijalankan oleh para pendahulunya. Apalagi para administrator baru itu ingin segera menduduki jabatan karirnya.
3. Adanya pengaruh dari sifat-sifat pribadi : berbagai macam keputusan yang dibuat oleh pembuat keputusan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Seperti misalnya dalam proses penerimaan/pengangkatan pegawai baru, seringkali faktor sifat-sifat pribadi pembuat keputusan berperan besar sekali.
4. Adanya pengaruh dari kelompok luar : lingkungan sosial dan para pembuat keputusan juga berpengaruh terhadap pembuatan keputusan. Seperti contoh mengenai masalah pertikaian kerja, pihak-pihak yang bertikai kurang menaruh respek pada upaya penyelesaian oleh orang dalam, tetapi keputusan-keputusan yang diambil oleh pihak-pihak yang dianggap dari luar dapat memuaskan mereka. Seringkali juga pembuatan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman-pengalaman dari orang lain yang sebelumnya berada diluar bidang pemerintahan.  
5. Adanya pengaruh keadaan masa lalu : pengalaman latihan dan pengalaman (sejarah) pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan keputusan. Seperti misalnya orang sering membuat keputusan untuk tidak melimpahkan sebagian dari wewenang dan tanggungjawabnya kepada orang lain karena khawatir kalau wewenang dan tanggungjawab yang dilimpahkan itu disalahgunakan. Atau juga orang-orang yang bekerja dikantor pusat sering membuat keputusan yang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan, dan sebagainya. 
2.3 Pelayanan Publik

Pelayanan publik menjadi fokus studi disiplin ilmu administrasi publik di Indonesia, yang masih menjadi persoalan yang perlu memperoleh perhatian dan penyelesaian. Harus diakui, bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat terus mengalami pembaruan, baik dari sisi paradigma maupun format pelayanan seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat dan perubahan didalam pemerintahan itu sendiri. Meskipun demikian, pembaruan dilihat dari kedua sisi tersebut belumlah memuaskan, bahkan masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang tidak berdaya dalam kerangka pelayanan.
Untuk menelaah pelayanan publik, Lijan Poltak sinambela mendefinisikan pelayanan publik dalam bukunya yang berjudul Reformasi Pelayanan Publik, yaitu: Pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan (Sinambela, 2006:5).

Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari :

1. Transparansi : Pelayanan yang bersifat terbuka,mudah, dan dapat diakses semua pihak;

2. Akuntabilitas : Pelayanan dapat dipertanggungjawabkan sesuai Undang-undang;

3. Kondisional : Pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas.;

4. Partisipatif : Pelayanan yang mendorong peran serta masyarakat;

5. Kesamaan hak : Pelayanan tidak melakukan diskriminasi suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain;

6. Keseimbangan hak dan kewajiban : Pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.
Pelayanan prima yang disebutkan Lijan Poltak sinambela apabila diterapkan secara benar dalam pemerintahan Indonesia, mungkin antara rakyat dengan Pemerintah bisa berjalan secara berkesinambungan. Namun perkiraan kita semua belum tentu sesuai dengan fakta yang ada di Indonesia.   

2.4 Pemberdayaan.
Dalam perencanaan kebijakan untuk peningkatan pelayanan publik, perlunya Pemberdayaan Pegawai dari instansi yang bersangkutan.

Banyak definisi tentang pemberdayaan diantaranya yang dikutip Edi Suharto  dari Parsons dalam bukunya membangun masyarakat berdasarkan rakyat, yaitu :

“pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya” (Suharto, 2005:59).

Sub Bidang Pemerintahan BAPPEDA perlu melakukan pemberdayaan seperti dalam definisi Parsons. Bahwa pemberdayaan menekankan pada memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan orang lain. Artinya bahwa seorang pegawai perlu diberdayakan supaya bisa disiplin tinggi. 

Adapun indikator Pemberdayaan, yaitu :

1. Aras Mikro : Pemberdayaan dilakukan melalui bimbingan, konseling, stress management, dan crisis intervention.
2. Aras Mezzo : Pemberdayaan dilakukan terhadap klien menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Hal tersebut untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan.
3. Aras Makro : Pemberdayaan melalui pengarahan pada sistem lingkungan yang lebih luas, yaitu perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbyng, pengorganisasian masyarakat dan manajemen konflik.
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